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 Abstrak: Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan, termasuk manusia, karena 

memberikan sejumlah manfaat vital seperti penyediaan oksigen, regulasi iklim, habitat bagi flora dan fauna, serta sumber 

daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui Hukum Tata Negara, negara memiliki kewajiban untuk 

melindungi dan mengelola hutan dengan baik. Hal ini tercermin dalam penetapan aturan dan norma yang mengatur 

pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, serta mekanisme 

pengawasan. Dalam pengelolaan hutan, hukum tata negara memegang peran yang sangat penting dalam menyusun 

kerangka hukum yang jelas dan efektif, menentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, serta 

menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun, tantangan seperti penebangan liar, perambahan 

hutan, dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia serta meningkatkan 

efektivitasnya dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data 

diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, serta putusan 

Mahkamah Konstitusi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan memiliki dampak 

signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara 

meliputi penguatan implementasi peraturan, peningkatan transparansi dalam pengawasan, partisipasi masyarakat, dan 

pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, dapat diketahui 

bahwa Peran Hukum Tata Negara sangat kuat dan transparansi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan 

hutan serta mengurangi ancaman seperti penebangan liar, perambahan hutan, 

dan kebakaran hutan, sementara partisipasi masyarakat dan program ekonomi 

alternatif juga digunakan untuk mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Katakunci: Hukum Tata Negara, Pengelolaan Kawasan, Hutan 

Abstract: Forests are valuable ecosystems for various types of life, including humans, 

because they provide a number of vital benefits such as oxygen provision, climate 

regulation, habitat for flora and fauna, and natural resources that are important for human 

life. Through Constitutional Law, the state has an obligation to protect and manage forests 

properly. This is reflected in the establishment of rules and norms governing the 

management of forest areas, including the determination of forest status, the rights and 

obligations of managers, and monitoring mechanisms. In forest management, 

constitutional law plays a very important role in establishing a clear and effective legal 

framework, determining the institutions responsible for forest management, and resolving 

disputes related to forest management. However, challenges such as illegal logging, forest 

encroachment and forest fires still pose a serious threat to forest sustainability. This 

research aims to evaluate the role of Constitutional Law in forest area management in 
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Indonesia and improve its effectiveness in overcoming these challenges. The research method used is a normative legal research method 

with a statutory approach and analysis of Constitutional Court decisions. Data was obtained from relevant legal sources such as the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws on Forestry, government regulations on forest area management, and decisions 

of the Constitutional Court. The data was analyzed qualitatively using descriptive analysis techniques. The results showed that the 

role of Constitutional Law in forest area management has a significant impact on the effectiveness of forest management. 

Recommendations to improve the role of Constitutional Law include strengthening the implementation of regulations, increasing 

transparency in supervision, community participation, and developing alternative economic programs for communities around forest 

areas. Thus, it can be seen that the strong role of constitutional law and transparency of supervision can improve the effectiveness of 

forest management and reduce threats such as illegal logging, forest encroachment, and forest fires, while community participation 

and alternative economic programs are also used to support forest sustainability and community welfare. 

Keywords: Constitutional Law, Forest Area Management, Authority. 

 

Pendahuluan 

Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan 

termasuk manusia. Selain sebagai surga bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan, hutan 

juga penting bagi eseimbangan ekosistem. Fungsi-fungsi ekologis hutan, seperti menjaga 

kesuburan tanah, mengatur tata air, dan menyerap karbon dioksida, membuatnya menjadi 

unsur yang krusial dalam menjaga keseimbangan alam (Akhmaddhian, 2013).  

Di samping itu, hutan juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Hutan 

menawarkan sumber daya berupa kayu dan hasil hutan lainnya yang dimanfaatkan di 

berbagai sector, sehingga warna sekitar dapat mendapatkan pekerjaan. Fungsi sosial hutan 

juga tidak bisa diabaikan, karena hutan sering menjadi bagian penting dari identitas budaya 

masyarakat adat dan menjadi tempat untuk kegiatan rekreasi dan penelitian. 

Meskipun memiliki nilai yang sangat besar, kawasan hutan di Indonesia 

menghadapi berbagai ancaman yang mengancam kelestariannya. Kerusakan hutan yang 

sangat besar disebabkan oleh penebangan liar dan perambahan hutan yang tidak terkendali 

(McNamara, 2020). Selain itu, kebakaran hutan yang sering terjadi juga menjadi masalah 

yang perlu segera diatasi. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran Hukum Tata Negara yang kuat 

dalam pengelolaan kawasan hutan. Hukum Tata Negara memiliki peran penting dalam 

menyusun kerangka hukum yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, menentukan 

struktur dan fungsi kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, 

menyediakan instrumen hukum yang diperlukan, serta menyelesaikan sengketa yang 

terkait dengan pengelolaan kawasan hutan (Airansi et al., 2023).  

Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan, 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, menjaga kelestarian hutan, 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Varga, 2021). Melalui upaya ini akan 

terwujud kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya 

memberikan manfaat bagi generasi sekarang namun juga generasi yang akan datang. 

Hutan bukan hanya merupakan tempat bagi kehidupan flora dan fauna, tetapi juga 

menjadi pondasi bagi keberlangsungan hidup manusia. Fungsi ekologisnya yang sangat 

vital, seperti menjaga kesuburan tanah, mengatur pola hujan, dan mengurangi dampak 

perubahan iklim, membuat hutan menjadi aset tak ternilai bagi keberlangsungan 

kehidupan di Bumi. 
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Di Indonesia, kawasan hutan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu hutan 

merupakan sumber bahan baku utama bagi industri kayu dan produk kayu lainnya. Selain 

itu, hutan juga memberikan berbagai sumber daya alam non-kayu yang sangat berharga, 

seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman obat-obatan tradisional. 

Perekonomian masyarakat dapat diperkuat dan lapangan kerja dapat dihasilkan melalui 

pengelolaan kawasan hutan yang efektif (James, 2019). 

Selain itu, hutan juga memiliki nilai sosial yang sangat penting. Hutan seringkali 

menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Selain itu, hutan juga 

sering menjadi tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan dan budaya yang memiliki nilai 

spiritual bagi masyarakat setempat (Chen, 2020). Oleh karena itu, menjaga keberadaan 

hutan juga berarti menjaga identitas budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. 

Meskipun memiliki nilai yang sangat besar, kawasan hutan di Indonesia 

menghadapi berbagai ancaman yang serius. Ancaman terhadap kelestarian hutan dan 

keberadaan masyarakat di sekitarnya antara lain penebangan liar, perambahan hutan, dan 

kebakaran hutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran Hukum Tata Negara 

yang kuat dalam pengelolaan kawasan hutan. 

Peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan sangatlah penting. 

Melalui Hukum Tata Negara, dapat ditetapkan aturan dan norma yang mengatur 

pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban 

pengelola, serta mekanisme pengawasan (Thurbon, 2021). Dengan memperkuat peran 

Hukum Tata Negara, diharapkan pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara lebih 

efektif, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rosalia & 

Ratnasari, 2016).  

Dalam konteks ini, peran Hukum Tata Negara juga mencakup upaya untuk 

menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Sengketa-

sengketa ini seringkali melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, perusahaan, 

dan pemerintah daerah. Dengan memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk 

menyelesaikan sengketa, diharapkan dapat mengurangi konflik dan menciptakan stabilitas 

dalam pengelolaan kawasan hutan. 

Interaksi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk 

meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Pemerintah 

harus memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hutan dan mengimplementasikan 

kebijakan yang mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Masyarakat perlu dilibatkan 

secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, serta diberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan (Sambodo et al., 

2014).  

Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengelolaan 

kawasan hutan. Perusahaan harus beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi 

regulasi yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. Prinsip-prinsip 

keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari praktik bisnis mereka, seperti 

mengimplementasikan praktik penanaman kembali (reforestation) dan melakukan kegiatan 

usaha yang ramah lingkungan. 
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Dalam konteks global, kerja sama antar negara juga sangat penting dalam menjaga 

keberlanjutan hutan (Jones, 2019). Negara-negara harus bekerja sama dalam hal pertukaran 

informasi, teknologi, dan sumber daya untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara 

global. Selain itu, perlu adanya komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah 

global yang mempengaruhi hutan, seperti perubahan iklim dan perdagangan ilegal kayu. 

Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara dan meningkatkan sinergi antara 

pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan negara-negara lain, diharapkan pengelolaan 

kawasan hutan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

lingkungan dan masyarakat. 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah 

Konstitusi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, seperti 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang 

Kehutanan, dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Analisis 

putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menganalisis interpretasi Mahkamah 

Konstitusi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan (Sentanu & 

Mahadiansar, 2020).  

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, 

peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, putusan Mahkamah Konstitusi, 

buku teks tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Kehutanan, artikel ilmiah tentang 

pengelolaan kawasan hutan, dan laporan penelitian tentang pengelolaan kawasan hutan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi 

(Suharti et al., 2005).  

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran 

Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, instrumen hukum 

yang digunakan, dan efektivitas instrumen hukum tersebut. Upaya untuk meningkatkan 

keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, pengecekan ulang, dan uji kredibilitas. 

Penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, seperti 

kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan. Jadwal penelitian ini terbagi menjadi beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Dengan 

metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian 

yang valid, reliable, dan kredibel dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan yang 

berkelanjutan di Indonesia. 

Hasil dan Pembahasan 

Peran Hukum Tata Negara Dalam Kewenangan, Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi 

Publik Terkait Pengelolaan Kawasan Hutan 
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Peran hukum tata negara dalam kewenangan, keterbukaan informasi, dan 

partisipasi public memiliki peran yang penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Berikut 

adalah tiga peran utama hukum tata negara dalam pengelolaan kawasan hutan: 

1. Kewenangan: Dalam pengelolaan kawasan hutan, kewenangan pemerintah diatur 

oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan dan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistem Lingkungannya. Selain itu, pengelolaan kawasan hutan juga mencakup 

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Keterbukaan informasi: Sebagai bagian dari tindakan pemerintah, informasi tersebut 

yang berkaitan dengan pengelolaan hingga pengambilan keputusan pengelolaan 

kawasan hutan harus terang benderang dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal 

tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

3. Partisipasi publik: Dalam pengelolaan kawasan hutan, partisipasi publik juga 

memiliki peran penting dalam meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kegiatan 

pengelolaan. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Hutan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya. 

Dengan demikian, hukum tata negara memainkan peran yang penting dalam 

pengelolaan Kawasan hutan (McGuirk, 2021). Peran tersebut bertujuan untuk membuat 

pengelolaan kawasan hutan menjadi lebih terang benderang, terjangkau oleh masyarakat, 

dan akuntabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan 

kawasan hutan sangatlah penting. Melalui Hukum Tata Negara, dapat dibentuk kerangka 

hukum yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, menetapkan kelembagaan yang 

bertanggung jawab, menyediakan instrumen hukum yang diperlukan, dan menyelesaikan 

sengketa yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan (Aggarwal, 2020). Dengan 

demikian, Hukum Tata Negara dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan 

kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan ekosistem. 

Dalam konteks Indonesia, peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan 

hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Konservasi Ekosistem Hutan 

(Yudoprakoso, 2018). Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait dengan 

pengelolaan kawasan hutan, seperti penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, 

mekanisme pengawasan, dan penyelesaian sengketa (D. J. Lim, 2020). Selain itu, adanya 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menguji undang-undang dapat 

menjadi mekanisme penting dalam menjaga keberlajutan pengelolaan kawasan hutan. 

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi 

dalam memperkuat peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. 
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Tantangan tersebut antara lain adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran hukum di bidang kehutanan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya menjaga hutan, serta adanya konflik kepentingan antara berbagai pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan (G. Lim, 2022). 

Diperlukan upaya nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini termasuk 

meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus 

kriminal yang berhubungan dengan kehutanan, memperluas jangkauan masyarakat dan 

kampanye pendidikan tentang nilai perlindungan hutan, serta memperkuat proses 

konsultasi dan pengambilan keputusan dengan masyarakat tentang pengelolaan kawasan 

hutan (Berry, 2020). Dengan demikian, diharapkan peran Hukum Tata Negara dalam 

pengelolaan kawasan hutan dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan hutan dan 

manfaatnya bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Zein & Rohman, 2014).  

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya adanya sinergi antara 

pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan negara-negara lain dalam upaya menjaga 

keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan (Karas, 2022). Pemerintah perlu memiliki 

komitmen yang kuat untuk melindungi hutan dan mengimplementasikan kebijakan yang 

mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan hutan sangatlah penting, begitu pula dengan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hutan. 

Sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengelolaan kawasan hutan. 

Perusahaan harus beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang ada 

dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan (Szulecki, 2023). Prinsip-prinsip 

keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari praktik bisnis mereka, seperti 

mengimplementasikan praktik penanaman kembali (reforestation) dan melakukan kegiatan 

usaha yang ramah lingkungan. 

Dalam konteks global, kerja sama antar negara juga sangat penting dalam menjaga 

keberlanjutan hutan. Negara-negara harus bekerja sama dalam hal pertukaran informasi, 

teknologi, dan sumber daya untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara global. Selain 

itu, perlu adanya komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah global yang 

mempengaruhi hutan, seperti perubahan iklim dan perdagangan ilegal kayu. 

Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran Hukum Tata 

Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dan upaya sinergis antara berbagai pihak 

terkait, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan 

berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Nielsen, 2021). 

Upaya ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi 

generasi mendatang, sehingga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud. 

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan kawasan hutan, 

diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran Hukum Tata Negara. Salah 

satu langkah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum 

di bidang kehutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat 

penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang kehutanan, 



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024 7 of 13 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

serta memastikan bahwa sanksi yang diberikan cukup efektif untuk mencegah terulangnya 

pelanggaran. 

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya menjaga dan melindungi hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye 

edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta 

mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian hutan. 

Pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 

hutan juga merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan 

(Ward, 2022). Dengan memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, 

diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap hutan akibat kegiatan-kegiatan yang 

merusak lingkungan. 

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan peran Hukum Tata Negara dalam 

pengelolaan kawasan hutan dapat diperkuat, sehingga dapat terwujud pengelolaan hutan 

yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan 

masyarakat (Thompson, 2020).  

Selain itu, perlu juga diperkuat mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat yang 

tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam menjaga 

keberlanjutan hutan. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, 

diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih berdampak positif bagi lingkungan dan 

masyarakat setempat. 

Penguatan Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasam Hutan 

Pengelolaan kawasan hutan merupakan salah satu isu penting yang memerlukan 

perhatian serius dari semua pihak, serta membutuhkan regulasi yang terstruktur dan 

terpadu dari pemerintah, untuk tetap dapat menyediakan pelayanan yang efektif dan 

berkelanjutan (Rao, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum tata negara dalam 

pengelolaan kawasan hutan, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pengelolaan. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk penguatan hukum tata negara 

dalam pengelolaan kawasan hutan: 

1. Revitalisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan 

RevitalisasiUndang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan ini 

menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan hutan. 

Revitalisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dapat mencakup revisi pasal-pasal 

yang bertujuan mengikuti perkembangan pada saat ini. 

2. Penekanan pada partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan hutan Undang-

Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan mencakup pengaturan 

tentang partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan hutan. Namun, partisipasi 

publik yang diterapkan masih terbatas. Untuk itu, perlu ada penekanan lebih pada 

partisipasi publik sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. 

3. Revitalisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 
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tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya 

menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistem lingkungan (Hooijmaaijers, 2019). Revitalisasi Undang-

Undang No. 5 Tahun 1990 dapat dilakukan untuk memperkuat peran dalam 

mengatur pengelolaan kawasan hutan. 

4. Penguatan Undang-Undang No. 23 Tahun 20 

Penguatan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan juga perlu 

didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pada tingkat nasional 

maupun lokal (Kalyanpur, 2019). Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi 

untuk melindungi hutan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung 

keberlanjutan pengelolaan hutan. Selain itu, adanya kolaborasi antara pemerintah, 

masyarakat, sektor swasta, dan negara-negara lain juga sangat penting dalam upaya 

menjaga keberlanjutan hutan (Peksen, 2019). 

Untuk melengkapi hasil penelitian, data yang lebih lengkap dapat mencakup: 

1. Evaluasi Implementasi Peraturan: Evaluasi implementasi peraturan menjadi langkah 

krusial dalam meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan 

kawasan hutan. Diperlukan penilaian secara berkala terhadap efektivitas 

implementasi peraturan kehutanan yang ada, termasuk dalam hal penegakan 

hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Evaluasi ini dapat 

dilakukan melalui audit independen atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa 

peraturan yang ada benar-benar diterapkan dengan baik dan efisien. 

Evaluasi implementasi peraturan dapat dilakukan dengan beberapa langkah. 

Pertama, identifikasi peraturan yang akan dievaluasi serta tujuan evaluasi yang 

ingin dicapai (Smith, 2021). Selanjutnya, kumpulkan data terkait implementasi 

peraturan, seperti laporan pelaksanaan, data statistik, dan pendapat para pemangku 

kepentingan. Setelah itu, analisis data untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan 

tersebut telah diterapkan dengan efektif. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat implementasi peraturan, serta 

menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. 

Selain itu, transparansi dalam proses evaluasi dan publikasi hasil evaluasi 

juga penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang 

kinerja pemerintah dalam mengelola kawasan hutan. Dengan adanya transparansi 

ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana peraturan yang ada telah diterapkan 

dengan baik dan efisien, serta memberikan masukan atau kritik yang membangun 

untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi implementasi peraturan 

dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan peran Hukum Tata 

Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. 

2. Analisis Kebijakan dan Praktek Pengelolaan Hutan: Analisis kebijakan dan praktek 

pengelolaan hutan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas 

peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan melakukan 

analisis ini, dapat diidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berhasil dan yang masih 

perlu perbaikan dalam pengelolaan kawasan hutan. Analisis juga dapat 
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memperhatikan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan hutan yang dapat 

menjadi acuan untuk peningkatan kebijakan di masa depan (Guma, 2020). Dengan 

demikian, analisis kebijakan dan praktek pengelolaan hutan dapat menjadi dasar 

untuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga 

kelestarian hutan.  

3. Kajian Mengenai Konflik dan Penyelesaiannya: Kajian mengenai konflik dan 

penyelesaiannya merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan peran 

Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui kajian ini, dapat 

diidentifikasi akar masalah konflik yang terjadi di kawasan hutan, baik antara 

masyarakat dan pihak pengelola hutan maupun antara berbagai pemangku 

kepentingan lainnya. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, termasuk 

melalui jalur hukum dan non-hukum. 

Penelitian mengenai konflik dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 

dan analisis dokumen terkait. Langkah pertama dalam kajian ini adalah 

mengidentifikasi berbagai konflik yang terjadi di kawasan hutan, termasuk faktor-

faktor yang menyebabkannya dan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, dilakukan 

analisis mendalam terhadap akar masalah konflik tersebut, baik yang bersifat 

struktural maupun yang bersifat langsung. 

Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap mekanisme 

penyelesaian konflik yang telah diterapkan, baik melalui jalur hukum maupun jalur 

non-hukum. Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian konflik juga 

perlu dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam menyelesaikan konflik 

yang terjadi. Hasil kajian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pihak terkait 

dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam 

pengelolaan kawasan hutan. 

4. Studi Kasus dan Good practices: Studi kasus dan Good practices dalam pengelolaan 

kawasan hutan dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana Hukum Tata 

Negara telah diterapkan secara efektif dalam praktik lapangan. Melalui studi kasus, 

dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan 

dalam pengelolaan kawasan hutan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk 

meningkatkan peran Hukum Tata Negara di masa depan. Good practices juga dapat 

menjadi acuan bagi pihak terkait untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam 

pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, studi kasus dan Good practices dapat 

menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang berharga dalam upaya 

meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. 

5. Data Partisipasi Masyarakat: Data partisipasi masyarakat merupakan elemen 

penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam 

pengelolaan kawasan hutan. Data ini mencakup tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, serta pengaruhnya 

terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan. Dengan menganalisis data 



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024 10 of 13 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

partisipasi masyarakat, dapat diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat 

partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta solusi-solusi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Data ini juga penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat 

berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperoleh data-data tersebut, 

analisis lebih mendalam tentang peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan 

kawasan hutan dapat dilakukan. Data ini juga dapat memberikan dasar yang lebih 

kuat untuk merekomendasikan perbaikan atau perubahan dalam regulasi dan 

praktik pengelolaan hutan yang ada. 

Simpulan 

Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, Hukum Tata Negara memiliki peran 

yang sangat penting dalam menyusun kerangka hukum, menentukan kelembagaan, 

menyediakan instrumen hukum, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan 

pengelolaan kawasan hutan. Melalui evaluasi terhadap implementasi peraturan, analisis 

kebijakan pengelolaan hutan, kajian konflik, dan partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan 

bahwa peran Hukum Tata Negara memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan kawasan hutan. 

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti 

penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan, yang mengancam kelestarian 

hutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti 

penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan 

program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. 

Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan 

kawasan hutan meliputi perlunya penguatan implementasi peraturan dengan penegakan 

hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kehutanan, serta peningkatan transparansi 

dalam proses pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui 

forum-forum konsultasi dan pengambilan keputusan bersama, sementara penyuluhan dan 

pendidikan tentang kelestarian hutan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat. Pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar 

kawasan hutan juga menjadi kunci untuk mengurangi tekanan terhadap hutan. Selain itu, 

penguatan penelitian dan inovasi dalam bidang pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga 

perlu didorong untuk menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dalam menjaga 

kelestarian hutan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan peran 

Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dapat ditingkatkan, menjaga 

kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara, diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan kawasan hutan, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Upaya ini merupakan bagian integral dari upaya pelestarian 

kawasan hutan untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
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